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Abstrak: Transformasi ekonomi digital telah membuka banyak peluang bagi bisnis mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan struktural dalam 

hubungan kerja mereka dengan platform digital. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum sektoral yang 

luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU 

Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih 

kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Meskipun Indonesia memiliki kerangka 

hukum sektoral yang luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan 

Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 

implementasinya masih kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Ketidaksepakatan 

posisi tawar, penggunaan klausul baku yang merugikan, perubahan kebijakan dan algoritma komisi yang 

dilakukan secara sepihak, dan kurangnya perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual adalah 

beberapa kegagalan regulasi yang signifikan. Ketidaktahuan hukum UMKM memperburuk kondisi ini. 

Sebaliknya, penegakan hukum persaingan usaha sering mengabaikan praktik dominasi pasar oleh platform 

digital. Situasi ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi yang lebih khusus, fleksibel, dan berpusat pada 

keadilan kontraktual diperlukan. Studi ini menunjukkan bahwa membangun transparansi, keseimbangan hak 

dan kewajiban, perlindungan data dan kekayaan intelektual, dan proses penyelesaian sengketa yang mudah 

diakses adalah penting. Oleh karena itu, UMKM dapat membangun ekosistem perdagangan digital yang 

inklusif dan berkelanjutan. Ekosistem ini akan memenuhi janji Konstitusi tentang keadilan ekonomi. 

Kata Kunci: UMKM, Platform Digital, Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Keseimbangan Kontraktual.  

 

Abstrack: The digital economic transformation has opened up many opportunities for micro, small, and 

medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, this transformation poses structural challenges in their 

working relationships with digital platforms. Although Indonesia has a broad sectoral legal framework, such 

as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code Law, the Consumer Protection Law, the 

Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on Electronic System Trading, its 

implementation is still lacking in addressing the complexity of modern digital contracts. Although Indonesia 

has a broad sectoral legal framework, such as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code 

Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on 

Trading Through Electronic Systems, its implementation is still lacking in addressing the complexity of 

modern digital contracts. Disagreements over bargaining positions, the use of disadvantageous standard 

clauses, unilateral changes to commission policies and algorithms, and the lack of personal data protection 

and intellectual property rights are some of the significant regulatory failures. The legal ignorance of MSMEs 

exacerbates this situation. Conversely, competition law enforcement often ignores market dominance 

practices by digital platforms. This situation shows that more specific, flexible, and contractually fair 

regulatory updates are needed. This study shows that building transparency, balancing rights and 

obligations, and protecting data 

Keywords: Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes), Digital Platforms, Legal Protection, Standard 

Contracts, Contractual Balance.  
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PENDAHULUAN 

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

menjalin perjanjian kemitraan dengan platform digital merupakan aspek esensial dalam mendukung 

proses transformasi ekonomi digital di Indonesia. Sebagai pilar utama perekonomian nasional, 

UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 

lebih dari 97% tenaga kerja di berbagai sektor. Kemitraan dengan platform digital membuka akses 

pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan 

hukum, khususnya terkait kontrak digital, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi. 

Regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berperan memberikan kerangka 

hukum untuk melindungi kepentingan UMKM dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, 

perlindungan hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kesinambungan dan 

perkembangan UMKM serta menciptakan keadilan dalam kemitraan dengan platform digital.1 

Seiring dengan meningkatnya popularitas platform digital di Indonesia, pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap menghadapi situasi di mana perjanjian kerja sama tidak 

berjalan secara adil. Dalam kondisi tersebut, platform digital sebagai pihak yang memiliki posisi 

dominan cenderung mengatur ketentuan kontrak yang bisa merugikan pelaku usaha kecil. 

Keberadaan perjanjian semacam ini menimbulkan beragam risiko hukum, seperti praktik monopoli, 

penyalahgunaan data pribadi, serta ketimpangan dalam pembagian keuntungan. Kondisi tersebut 

berpotensi melemahkan posisi UMKM dalam ekosistem digital dan mengancam keadilan bisnis. 

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting untuk menjamin 

keseimbangan dalam hubungan kemitraan tersebut. 

Secara historis, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia 

bermula pada masa penjajahan Kolonial Belanda, di mana usaha kecil berperan sebagai fondasi 

utama dalam struktur ekonomi masyarakat. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pemerintah 

kemudian memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor UMKM melalui penerapan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu fokus utama 

dari regulasi ini adalah memberikan perlindungan serta memfasilitasi akses UMKM terhadap 

berbagai bentuk penyediaan modal dan pinjaman. Selain itu, pengaturan ini juga mengupayakan 

penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM sebagai tulang punggung 

perekonomian nasional. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan memperkuat keberlanjutan dan 

daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.2 

Sejak awal dekade 2010-an, UMKM mulai menunjukkan eksistensinya di ranah digital, 

namun di sisi lain, mereka menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan terkait perdagangan 

online. Platform digital yang awalnya berperan sebagai fasilitator kini berubah menjadi entitas yang 

menguasai pintu gerbang pasar, memberikan mereka kuasa lebih besar dalam menentukan akses para 

pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan posisi UMKM yang relatif lemah dan rawan mengalami 

perlakuan tidak adil, seperti penggunaan algoritma diskriminatif serta penghapusan akun tanpa 

pemberitahuan transparan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam hal 

perlindungan hak dan kebebasan berusaha UMKM. Oleh karenanya, upaya perlindungan hukum 

yang komprehensif dan pemantauan terhadap praktik platform digital menjadi sangat penting untuk 

melindungi hak UMKM3 

 

 
1 Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. (2022). Laporan  kinerja 

UMKM 2022. Jakarta 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah 
3 Dicky Purcahyono. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital. Jurnal Ilmu 

Hukum, Humaniora, dan Politik. 5(4) : 3590-3599. Hal 3580-3591 
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Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan informasi dan daya tawar antara 

UMKM dan platform digital. UMKM umumnya harus menerima kontrak standar tanpa ruang untuk 

melakukan negosiasi. Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, 

regulasi tersebut belum secara spesifik melindungi UMKM dalam kemitraan daring. Akibatnya, 

sengketa antara pelaku usaha kecil dan platform digital sering diselesaikan melalui proses pengadilan 

yang berbiaya besar dengan hasil yang tidak memuaskan. Situasi ini menuntut perlunya lpembaruan 

lregulasi lyang llebih lefektif ldemi lperlindungan lyang adil bagi UMKM.4 

Platform ldigital ltidak lhanya lsekadar lmemfasilitasi ltransaksi, ltetapi ljuga lplatform 

ldigital lmemiliki lfungsi lganda lsebagai lpengumpul ldata lkonsumen. lData lini lkemudian 

ldimanfaatkan luntuk lkepemtingan lmereka lsendiri. lData lini lkemudian lmenjadi lkomoditas 

luntuk l,meningkatkan l lpendapatan lplatform. lHal lini lsangat lberahaya lbagi lkonsumen lkarena 

ltidak lhanya luntuk lmengancam lprivasi, lnamun ljuga lmengancam lhak lkekayaan lintelektual 

ldari lUMKM lyang lproduknya l lsering ldijual lkembali ltanpa lpersetujuan ldari lpelaku lUMKM 

ltersebut.Pada ltingkat linternasional, ldi lberbagai lnegara lkhususnya ldi lkawasan lUni lEropa, 

ltelah lmengembangkan lkerangka lhukum lprogresif lguna lmengatasi lketimpangan ldalam 

lkemitraan ldigital lyaitu lDigital lService lAct l(DSA) ldan lDigital lMarket lAct l(DMA) lyang 

lmenetapkan lstandar lketat lbagi ltransparansi lplatform ldan lpelaku lusaha l lkecil ldari lpraktik 

lpersaingan lusaha lyang ltidak lsehat. lSementara litu ldi lwilayah lAsia lTenggara, l seperti 

lSingapura ldan lMalaysia l juga telah mengembangkan re-gulasi lkerangka lhukum lyang lsama 

lseperti ldi lnegara lUni lEropa, lsementara lIndonesia lmasih lberada lpada lfase linisiasi 

lpenyusunan lkebijakan lyang lterintegrasi ldan lmenyeluruh. 

Berdasarkan luraian ltersebut, lpenulis lingin lmengkaji llebih l ldetail lbagaimana lcara 

lpenerapan lmekanisme lhukum lyang ltersedia ldi lIndonesia luntuk lmelindungi lpelaku lusaha 

lmikro, lkecil, ldan lmenengah l(UMKM) ldari lketidakadilan l ldalam lkesepakatan lkemitraan 

ldengan lplatform ldigital, lkhususnya lyang lberkaitan ldengan lketimpangan lkekuataan lpotensi 

lmonopoli ldan lapa lsaja lkelemahan ldalam l laturan lhukum lyang lmembuat lpelaku lUMKM 

lmudah ldieksploitasi ldata ldan ldicapai lhak lkekayaan lintelektualnya l loleh lplatform ldigital. l 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian lini lmenerapkan lmetode lpenelitian lyuridis lnormatif, lyang lmerupakan 

lpendekatan ldasar ldalam lpenelitian lilmu lhukum. lMetode lini lsecara lmendalam lmempelajari 

ldan lmenganalisis ldata lsekunder lyang lkrusial, lmeliputi lbahan lhukum lsekunder lseperti 

lperaturan lperundang-undangan, lliteratur lhukum, ljurnal lakademik, lserta ldokumen lhukum 

lterkait llainnya. lpendekatan lini lkhususnya lmenekannkan lpemahaman lhukum lsebagai lsistem 

lnorma lpositif lyang lsecara lterstruktur lmengatur ltatanan lkehidupan lbermasyarakat. lDengan 

ldemikian, lpenelitian lini ldikategorikan lsebagai lpenelitian lkepustakaan l(library lresearch) 

lmurni, ldi lmana lseluruh ldata ldikumpulkan ldari lsumber ltertulis, llalu ldianalisi lsecara llogis 

ldan lsistematis lguna lmenghasilkan lkesimpulan lyang lsah, lberalasan lkuat, ldan lrelevan ldengan 

lisu lhukum lyang lditeliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan lMekanisme lHukum lUntuk lMelindungi lPelaku lUsaha lMikro lKecil lDan 

Menengah lDari lKetidakadilan lDalam lKesepaktan lKemitraan lDengan lPlatform lDigital l l 

Kontrak lbisnis ldigital ldi lIndonesia ldiakui lsebagai lbagian ldari ltransaksi lhukum lyang 

lsah ldan lharus lmematuhi laturan lperundang-undangan lyang lberlaku. lPasal l1320 lKUH lPerdata 

 
4 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNo.1 lTahun l2024 l ltentang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik. 
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lmengatur lsyarat-syarat lsah lsebuah lperjanjian, lyang lmeliputi lkesepakatan lbersama lpara lpihak, 

lkecakapan lhukum, lobjek lperjanjian lyang ljelas, ldan lsebab lyang lhalal. lDalam lcakupan lbisnis 

ldigital, lprinsip-prinsip ltersebut ltetap lrelevan ldengan ltambahan lketentuan lmengenai lkontrak 

lelektronik lsebagaimana ldiatur ldalam lUU lNomor l11 lTahun l2008 ltentang lInformasi ldan 

lTransaksi lElektronik. lUU lITE lmenegaskan lbahwa lperjanjian lyang ldibuat lsecara lelektronik 

lmemiliki lkekuatan lhukum lyang lsama ldengan lkontrak lkonvensional ltertulis l(Artanti l& 

lWidiatno, l2020). lNamun ldemikian, lpelaksanaan lkontrak ldigital lkhususnya luntuk lUMKM 

lmenghadapi ltantangan, lterutama lketimpangan lposisi lnegosiasi lyang lmengakibatkan lUMKM 

lmenerima lkontrak lstandar ldari lplatform ldigital ltanpa lruang lnegosiasi, lyang lbertentangan 

ldengan lprinsip lkebebasan lberkontrak. lDalam lPeraturan lPemerintah lNomor l80 lTahun l2019, 

lperdagangan lmelalui lsistem lelektronik ldiatur ldengan lmenetapkan lkewajiban lbagi lplatform 

lmarketplace luntuk lmenyusun lperjanjian lyang ladil lbagi lpara lpenjual. lRegulasi lini ldirancang 

luntuk lmemastikan ltransaksi lelektronik lberlangsung ltransparan lserta lmemberikan lkepastian 

lhukum lbagi lUMKM ldan lpelaku lusaha llain. lSalah lsatu lpasal lmengharuskan lpenyelenggara 

le-commerce luntuk lmemberikan linformasi lyang ljelas ltentang lsyarat ldan lketentuan, ltermasuk 

lhak ldan lkewajiban ldalam ltransaksi. lKendati ldemikian, lperaturan lini lmasih lbersifat lumum 

ldan lbelum lmengatur lsecara lspesifik lketimpangan lkontrak ldigital lyang lkerap lmerugikan 

lUMKM, lseperti lpengaturan lkomisi ldan lalgoritma lyang ldiubah lsepihak loleh lmarketplace 

ltanpa lmekanisme lnegosiasi. lKeadaan ltersebut lmenyebabkan ljurang lketidakadilan lsemakin 

lmelebar ldi lantara lUMKM ldan lplatform ldigital lbesar ldalam lekosistem lperdagangan 

lelektronik.5 

Kerangka lHukum lPerlindungan lUMKM ldalam lKemitraan lDigital 

a. Landasan lKonstitusional l 

Dalam lsistem lhukum lIndonesia, lperlindungan lhukum lbagi lpelaku lusaha lmikro, lkecil 

ldan lMenengah l(UMKM) ldimulai ldari llandasan lkonstitusional lyang lterdapat lpada lpasal l33 

lUndang-Undang ldasaar l1945 lyang lmenetapkan lbahwa lperekonomian ldibentuk lsebagai lusaha 

lbersama lberdasarkan lasas lkekeluargaan. lMahkamah lkonstitusi ljuga lmenegaskan lbahwa lPasal 

l33 lUUD l1945 lmengandung lprinsip ldemokrasi lekonomi, lyang lberarti lbahwa lsemua lwarga 

lnegara lmemiliki lkesempatan lyang lsama ldalam lkegiatan lekonomi ldan lbahwa lyang llemah 

ldilindungi. lPrinsip lini lmemungkinkan lnegara luntuk lmengambil ltindakan ldalam lhubungan 

lekonomi luntuk lmelindungi lpelaku lusaha lmikro, lkecil, ldan lmenengah l(UMKM) ldari 

leksploitasi ldan lpraktik lbisnis lyang ltidak lsehat. lMenurut layat l(2) lpasal l33 lUUD l1945, 

lnegara lmemiliki lkendali latas lsektor lproduksi lyang lsangat lpenting lbagi lnegara ldan 

lmenguasai lhajat lhidup loraang lbanyak, lsehingga lnegara lmeemiliki lotoritas luntuk lmenerapkan 

lpengaturan ldan lpengawan lyang lketa luntuk lmemastikan lbahwa lhal litu lbermanfaat lbagi 

lmasyarakat, ltermasuk lpelaku lUsaha lMikro, lKecil, ldan lMenengah l(UMKM).6 

b. Undang-Undang lNomor l20 lTahun l2008 lTentang lUMKM 

Alat lHukum lutama lyang lmengatur lperlindungan ldan lpemberdayaan lUMKM ladalah 

lUndang-Undang lUMKM, lpemerintah lbertanggung ljawab luntuk lmeningkatkan liklim lusaha 

ldengan lmenetapkan lperaturan ldan lkebijakan lyang lmencakup lsarana ldan lprasarana, 

lpendanaan, linformasi lbisnis, lkemitraan, lperizinan lbisnis, lkesempatan lberusaha, lpromosi 

ldagang ldan ldukungan lkelembagaan. lPemerintah ldiminta loleh lketentuan lini luntuk lsecara 

laktif lmembangun lekosistem lyang lmendukung lpertumbuhan lUMKM, ltermasuk ldalam lera 

ldigital. lDalam lhal lkemitraan, lPasal l26 lUU lUMKM lmenetapkan lbahwa lkemitraan lantara 

lUMKM ldengan lperusahaan lbesar lharus ldilakukan lberdasarkan lprinsip lsaling lmemerlukan, 

 
5 lKarar, lFarah, let lal. l"Perlindungan lhukum lbagi lpelaku lUMKM ldalam lkontrak lbisnis ldigital." Eksekusi: l l l l 

lJurnal lIlmu lHukum ldan lAdministrasi lNegara 3.2 l(2025): l139-152. lHal l144-145 
6 lUndang-Undang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1945 
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lsaling lmempercayai, lsaling lmemperkuat, ldan lsaling lmenguntungkan, lhal lini lmengaskan 

lbahwa lpemerintah ldan lpemerintah ldaerah lharus lmendorong lkerja lsama lantara lpelaku lusaha 

lmikro, lkecil, lmenengah l, ldan ljuga lpelaku lusaha lbesar luntuk lmengembangkan lmodel 

lpelaksanaan lkerja lsama lyang ltermasuk lyaitu, lteknologi, lpermodalan, lpemasaran, lproses 

lproduksi, ldan lsumber ldaya lmanusia. lPrinsip lini ldigunakan lsebagai lstandar luntuk 

lmengevaluasi lkeadilan ldalam lperjaanjian lkemitraan lantara lUMKM ldengan lplatform ldigital. 

lNamun ldalam lpasal l37 lUU lUMKM lmelarang lpelaku lusaha lbesar lmemiliki ldan latau 

lmenguasai lusaha lmikro, lkecil ldan lmenengah lsebagai lmitra ldalam lpelaksaan lkemitraa. 

lTujuan ldari lketentuan lini ladalah luntuk lmencegah ldominasi lvertikal lyang ldapat lmengganggy 

lautonomi lUMKM. lDalam lkonteks lplatform ldigital llarangan lini lrelevan luntuk lmencegah 

lpraktik lseperti lakuisisi lpaksa, lpengendalian loperasional lyang lberlebihan latau leksploitasi  

lketergantungan l ekonomi  lUMKM  lpada   lplatform.7 

c. Undang-Undang lNomor l5 lTahun l1999 ltentang llarangan lPraktik lMonopoli ldan 

lPersaingan lUsaha lTidak lSehat 

 lUntuk lmencegah ldan lmenghentikan lpraktik lpraktik lyang ldapat lmenyebabkan l 

lmonopoli latau lpersaingan lusaha lyang ltidak lsehat, lUU lLarangan lPraktik lMonopoli 

lmemberikan lkerangka lhukum, ldimana ldalam lpasal l17 lUU lini lmelarang lpelaku lusah 

lmelakukan lpenguasaan latas lproduksi ldan lpemasaran lbarang ldan ljasa lyang ldapat 

lmenyebabkan lpraktik lmonopoli latau lpersaingan lusaha lyang ltidak lsehat. lPenguasaan lpasar 

lmerupakan lkegiatan lyang ldilakukan loleh lpelaku lusaha latau lsatu lkelompok lpelaku lusaha 

lmenguasai lpasar lsatu ljenis lbarang latau ljasa ltertentu, latau ljuga ljika ldua latau ltiga lpelaku 

lusaha latau lkelompok lpelaku lusaha lmenguasai llebih ldari l75% lpangsa lpasar lbarang latau ljasa 

ltertentu. lPasal l19 lhuruf l(a), l(b), ldan l(d) lUndang-Undang lLarangan lPraktik lMonopoli 

lmengatur llarangan lbagi lpelaku lusaha luntuk lmelakukan lsatu latau llebih lkegiatan lyang 

lberpotensi lmenimbulkan lpraktik lmonopoli ldan/atau lpersaingan lusaha ltidak lsehat. lKegiatan 

ltersebut lmeliputi lpenolakan latau lpenghalangan lterhadap lpelaku lusaha ltertentu luntuk lterlibat 

ldalam lkegiatan lusaha lserupa ldi lpasar lyang lbersangkutan, lpenghalangan lkonsumen latau 

lpelanggan ldari lpelaku lusaha lpesaing luntuk lmenjalin lhubungan lusaha ldengan lpesaing 

ltersebut, lserta lpembatasan ldistribusi latau lpenjualan lbarang ldan/atau ljasa ldi lpasar lterkait. 

lKetentuan-ketentuan lini lmemiliki lrelevansi lsignifikan ldalam lmenangani lpraktik-praktik lanti-  

kompetitif lyang ldilakukan loleh lplatform ldigital, lseperti lexclusive ldealing, lpredatory lpricing, 

latau lself-preferencing. lPasal l25 lUndang-Undang lLarangan lPraktik lMonopoli lmengatur 

lmengenai lkonsep lposisi ldominan, lyang ldidefinisikan lsebagai lkondisi ldi lmana lsuatu lpelaku 

lusaha ltidak lmemiliki lpesaing lyang lsignifikan ldi lpasar lyang lbersangkutan, lbaik ldalam lhal 

lpangsa lpasar lyang ldikuasainya, lmaupun ldalam lhal lposisi lterdepan ldi lantara lpesaingnya. 

lPosisi ltersebut ldievaluasi lberdasarkan lkemampuan lkeuangan, lakses lterhadap lpasokan latau 

lpenjualan, lserta lkemampuan luntuk lmenyesuaikan lpasokan latau lpermintaan latas lbarang latau 

ljasa ltertentu. lPelaku lusaha lyang lmemiliki lposisi ldominan ldilarang lmenyalahgunakan 

lposisinya luntuk lmembatasi lpasar, lmenghalangi lmasuknya lpesaing lbaru, latau lmenghalangi 

lpelaku lusaha llain ldalam lmelakukan lkegiatan lusaha lyang lsama.8 

A. Prinsip-Prinsip lHukum lPerjanjian ldalam lKUHPerdata 

Sebagai llex lgeneralis, lKitab lUndang-Undang lHukum lPerdata l(KUH lperdata) 

lmenetapkan lprinsip lprinsip ldasar ldalam lhukum lperjanjian lyang ltetap lberlaku ldalam lkonteks 

lperjanjian ldalam lkonteks lperjanjian lkemitraan ldigital. lDalam lPasal l1320 lKUH lperdata 

lsecara lspesifik lmengatur lempat lkeabsahan lsuatu lperjanjian, lyakni ladanya lkesepakatan lantara 

lpihak-pihak lyang lterikat, lKecakapan lpara lpihak luntuk lmembuat lperikatan, lobjek lperjanjian 

 
7 lUndang-Undang lNomor l20 lTahun l2008 l ltentang lUMKM 
8 lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1999 ltentang lLarangan lPraktik lMonopoli ldan lPersaingan lUsaha lTidak lSehat 
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lyang ljelas ldan ltertentu, lserta ladanya lsebab lyang lsah ldan lhalal.Dalam lkerangka lhukum 

lperjanjian lsebagaimana ldiatur ldalam lKitab lUndang-Undang lHukum lPerdata l(KUH lPerdata), 

lsyarat lpertama lyang lmenyangkut ladanya lkesepakatan lantara lpara lpihak lyang lmengikatkan 

ldiri lmenjadi lsangat lpenting lketika ldihadapkan lpada lkonteks lketimpangan lkekuatan ltawar-

menawar. lKetimpangan lini lsering lkali lmuncul ldalam lrelasi lbisnis lyang ltidak lseimbang, 

lseperti lantara lusaha lmikro, lkecil, ldan lmenengah l(UMKM) ldengan lplatform ldigital, ldi lmana 

lkesepakatan lyang ldiberikan ldi lbawah lkondisi lpaksaan, lpenipuan, latau lkekhilafan ldapat 

ldibatalkan luntuk lmelindungi lpihak lyang llebih llemah ldari leksploitasi lyang ltidak ladil, ltetapi 

lPasal l1338 layat l(1) lKitab lUndang-Undang lHukum lPerdata l(KUH lPerdata) lmenegaskan 

lprinsip lkebebasan lberkontrak ldengan lmenyatakan lbahwa lsemua lperjanjian lyang ldibuat 

lsecara lsah lberlaku lsebagai lundang-undang lbagi lmereka lyang lmembuatnya. lNamun, 

lkebebasan lini ldibatasi loleh layat l(3) lyang lmensyaratkan lbahwa lperjanjian lharus ldilaksanakan 

ldengan litikad lbaik. lPrinsip litikad lbaik lini ltidak lhanya lberlaku lpada ltahap lpelaksanaan 

lperjanjian l(itikad lbaik lobjektif), ltetapi ljuga lpada ltahap lpra-kontraktual ldan lpembuatan 

lkontrak l(itikad lbaik lsubjektif), lyang lmelarang lpihak lyang llebih lkuat lmenyalahgunakan 

lposisinya luntuk lmemaksakan lsyarat-syarat lyang ltidak ladil. lDi ldalam lPasal l1339 lKitab 

lUndang-Undang lHukum lPerdata l(KUH lPerdata) lmenyatakan lbahwa lsuatu lperjanjian ltidak 

lhanya lmengikat luntuk lhal-hal lyang ldengan ltegas ldinyatakan ldi ldalamnya, ltetapi ljuga luntuk 

lsegala lsesuatu lyang lmenurut lsifat lperjanjian, ldiharuskan loleh lkepatutan, lkebiasaan, latau 

lundang-undang. lKetentuan lini lmemberikan lruang lbagi lhakim luntuk lmelakukan linterpretasi 

ldan lbahkan lkoreksi lterhadap lklausul-klausul lperjanjian lyang lbertentangan ldengan lkepatutan, 

lmeskipun ltelah ldisepakati loleh lpara lpihak. lDalam lkonteks lkemitraan lusaha lmikro, lkecil, 

ldan lmenengah l(UMKM) ldengan lplatform ldigital, lprinsip lkepatutan lini ldapat ldigunakan 

luntuk lmengoreksi lklausul-klausul  l yang  leksploitatif l     atau  l tidak   lproporsional.9 

B. Undang-Undang lPerlindungan lKonsumen ldan lRegulasi lTerkaitnya l 

 lMeskipun lUU lNomor l8 lTahun l1999 ltentang lPerlindungan lKonsumen lsecara lresmi 

lmengatur lhubungan lantara lpelaku lusaha ldan lkonsumen lakhir l(B2C), lprinsip-prinsip 

lperlindungannya ldapat ldianalogikan luntuk lmelindungi lUMKM ldalam lhubungan lyang ltidak 

lsimetris lantara lpelaku lusaha ldan lkonsumen lakhir l(B2C). l lNamun, lpasal l18 lUndang-Undang 

lPerlindungan lKonsumen lmengatur llarangan lbagi lpelaku lusaha luntuk lmemasukkan lklausul-

klausul lbaku ldalam lperjanjian ldengan lkonsumen lyang lberisi lpengalihan ltanggung ljawab 

lsecara lsepihak. lKlausul ltersebut ljuga ldilarang lmenyatakan lhak lpelaku lusaha luntuk lmenolak 

lpenerimaan lkembali lbarang lyang ltelah ldibeli loleh lkonsumen. lSelain litu, lpelaku lusaha ltidak 

ldiperbolehkan lmencantumkan lklausul lyang lmenyatakan lpemberian lkuasa ldari lkonsumen 

lkepada lpelaku lusaha, ltermasuk lkuasa luntuk lmelakukan lpembebanan lhak ltanggungan, lgadai, 

latau ljaminan latas lbarang lyang ldibeli lsecara langsuran. lPasal lini ljuga lmelarang lklausul lyang 

lmenyatakan lbahwa lkonsumen lharus ltunduk lpada lperaturan lperundang-undangan lbaru, 

ltambahan, llanjutan, lmaupun lperubahan lyang ldibuat lsepihak loleh lpelaku lusaha lselama lmasa 

lpemanfaatan ljasa loleh lkonsumen. lKetentuan lini lditujukan luntuk lmelindungi lhak ldan 

lkepentingan lkonsumen ldari ltindakan lsepihak lyang lmerugikan ldalam lkontrak lbaku. lPrinsip 

llarangan lterhadap lklausul lbaku lyang lmerugikan ldapat ldigunakan lsebagai ldasar ldalam 

lmenilai lkontrak lstandar lyang lditerapkan loleh lplatform ldigital lsaat lmenjalin lkemitraan 

ldengan lUMKM. lklausul-klausul lyang lmemuat lperubahan lsecara lsepihak, lpengecualian 

ltanggung ljawab lplatform latas lkerugian lyang ldialami loleh lUMKM latau lpemberi lkuasa lyang 

lbersifat ltidak lterbatas lkepada lplatform ldikategorikan lsebagai lketentuan lyang lbertentangan 

ldengan lprinspi lkeseimbangan ldan lkeadilan ldalam lhubungan lkontraktual10 

 
9 lKitab lUndang-Undang lHukum lPerdata 
10 lUndang-Undang lNomor l8 lTahun l1999 ltentang lPerlindungan lKonsumen 
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Undang-undang lNomor l27 lTahun l2022 ltentang lpelindungan ldata lpribadi lmemiliki 

lrelvansi lpenting ldalam lkonteks lkemitraan ldigital, lkarena lplatform ldigital lmelakukan 

lpengumpulan ldan lpengolahan ldata lpribadi lpara lpelaku lUMKM lserta lpelanggan ldalam lskala 

lbesar.Pasal l20 lUU lPelindungan lData lPribadi lmenetapkan lkewajiban lbagi lpengendali ldata 

lpribadi luntuk lmemberikan lpelindungan lterhadap ldata lpribadi lyang ldiproses. lKewajiban 

ltersebut lmeliputi ldan lmemastikan lkeamanan ldata, lmencegah lpenyalahgunaan, lserta 

lmemberikan lhak lakses lkepada lpemilik ldata lagar ldapat lmengetahui lpenggunaan ldata lmereka 

lsecara ltransparan. lDalam lhubungan lkemitraan lantara lUMKM ldan lplatform ldigital, 

lperlindungan ldata lpribadi lmenjadi lpenting ldalam lmencegah lpenyalahgunaan ldata loleh 

lplatform. lHal lini lpenting lagar lplatform ltidak lmemanfaatkan ldata lpelanggan lUMKM luntuk 

ltujuan lbisnis lyang lmerugikan, lseperti lbersaing llangsung ldengan lUMKM ltersebut latau 

lmenjual ldata lkepada lpihak lketiga ltanpa lpersetujuan ldari lUMKM.11 lBerbagai laspek 

lperdagangan ldigital ldiatur loleh lPeraturan lPemerintah lNomor l80 lTahun l2019 ltentang 

lPerdagangan lMelalui lSistem lElektronik l(PMSE), ltermasuk ltanggung ljawab lpelaku lusaha 

lPMSE, lperlindungan lkonsumen, ldan lpengawasan. lPasal l65 lPP lPMSE lmengatur ltentang 

lkemitraan lantara lpelaku lusaha lPMSE ldan lUMKM, lyang lmewajibkan lpelaku lusaha lPMSE 

luntuk lmemberikan lpembinaan ldan lpengembangan lkepada lUMKM ldalam lrangka 

lmeningkatkan ldaya lsaing. lNamun, lketentuan lini lmasih lumum ldan lbelum lmengatur 

lmekanisme luntuk lmelindungi lUMKM ldari lpraktik-praktik lnegatif ldalam lkemitraan ldigital. l 

 Kelemahan lKerangka lHukum ldan lRegulasi lyang lMengatur lUMKM ldalam lEkosistem 

lPlatform lDigital 

A. Ketimpangan ldalam lPerjanjian lKontrak 

Di lIndonesia, ltransformasi ldigital ltelah lmengubah llanskap lbisnis, lterutama luntuk 

lUMKM. lDengan lmenerapkan lkontrak ladhesi lyang ldisusun lsecara lsepihak ltanpa lmemberikan 

lkesempatan lbagi lUMKM luntuk lbernegosiasi, lplatform ldigital lmenciptakan ldinamika 

lkekuasaan lyang ltimpang lantara lmereka ldan lpelaku lusaha lkecil. lDi lera lkomputer ldan 

linternet, lfenomena lini lmenjadi lsalah lsatu lkelemahan lutama lyang lmengancam lkeberlanjutan 

ldan lkesejahteraan lusaha lkecil ldan lmenengah l(UMKM). lDalam lekosistem lplatform ldigital, 

lUMKM lmemiliki lposisi lyang lsangat llemah lkarena lkontrak ladhesi, lyang lmerupakan ljenis 

lperjanjian lbaku lyang ltelah ldisiapkan lterlebih ldahulu loleh lsatu lpihak. lDalam lkenyataannya, 

lUMKM ldiharuskan luntuk lmenerima lketentuan lyang ltelah lditetapkan lsepihak loleh lplatform 

ltanpa lmemiliki lkesempatan luntuk lbernegosiasi latau lmengubah lklausul-klausul ltersebut. 

lKarena lstruktur lkomisi lyang ltinggi, lbiaya llayanan ltersembunyi lyang ltidak ltransparan, ldan 

lkebijakan lpengembalian lbarang lyang llebih lmenguntungkan lkonsumen ltetapi lmembebani 

lpenjual lsecara lfinansial ldan loperasional, lketentuan-ketentuan lini lseringkali lmerugikan 

lUMKM. lKebijakan lpengembalian lbarang ldan lpenanganan lkeluhan lkonsumen ladalah lmasalah 

llain lyang lsangat lpenting. lPlatform ldigital lbiasanya lmenerapkan lkebijakan lyang lsangat lpro-

konsumen, lseperti lkemudahan lpengembalian lbarang ltanpa lalasan lyang ljelas, ljangka lwaktu 

lpengembalian lyang lpanjang, ldan lmekanisme lpenyelesaian lsengketa lyang lcenderung lmemihak 

lpembeli. lNamun, lkebijakan lini lseringkali ldisalahgunakan luntuk lmelindungi lhak lkonsumen.12 

B. Pemahaman lHukum lyang lRendah ldi lKalangan lUMKM 

Pelaku lusaha lmikro, lkecil, ldan lmenengah l(UMKM) ldi lIndonesia lmenghadapi lmasalah 

lpemahaman lhukum lyang lburuk, lyang lmengancam lkeberlangsungan lbisnis lmereka, lterutama 

ldalam lhal ltransformasi ldigital. lFenomena lini lmenunjukkan lbahwa lliterasi lhukum lantara 

 
 

11 lUndang-Undang lNomor l27 ltentang lPerlindungan lData lPribadi 
12 lNiswatu lFilmadina let lal., l“Pengembangan lHukum lPerjanjian lDalam lEra lDigitalisasi lDi lEkonomi 

lIndonesia,” l2025,hal– l98. 



113 

Sinaga & Habeahan. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Umkm Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Platform Digital Di 

Indonesia 

 

 

lperusahaan lbesar ldan lusaha lkecil lberbeda. lKurangnya lpengetahuan ltentang lhukum lyang 

lterlibat ldalam ltransaksi lbisnis ldigital ltidak lhanya lmenempatkan lUMKM lpada lposisi lyang 

lrentan, ltetapi ljuga lmenghambat lkemajuan lekonomi. l 
C. Penyalahgunaan lDominasi lPasar loleh lPlatform lDigital 

Platform lbesar lsering lmenguasai lalgoritma lpencarian ldan lrekomendasi lproduk, lyang 

ldapat ldigunakan luntuk lmenguntungkan lproduk lbesar latau lyang lmemberikan lkomisi llebih 

ltinggi, lsehingga lproduk lUMKM lkesulitan lbersaing. lLaporan lmenunjukkan lpraktik ltidak ladil 

lseperti lpenjualan lproduk lserupa loleh lmarketplace ldengan lharga llebih lrendah, lmenciptakan 

lpersaingan ltidak lsehat. lHal lini ldiperparah loleh lketerbatasan langgaran liklan lberbayar 

lUMKM. lSebagai ltambahan, lpraktik lini lmelanggar lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1999 

ltentang lLarangan lPraktik lMonopoli ldan lPersaingan lUsaha lTidak lSehat, lyang lmengatur 

lpenyalahgunaan lposisi ldominan ldi lpasar.13 

D. Biaya ldan lKomisi lyang lTidak lTransparan 

Tantangan lsignifikan llainnya ladalah lbiaya ltinggi ldan lkomisi lyang lsering ltidak 

ldisampaikan ltransparan ldalam lperjanjian lawal, ldengan lmarketplace ldapat lmengubah lbesaran 

lkomisi lsepihak ltanpa lnegosiasi latau lpemberitahuan lmemadai. lUMKM ljuga ldibebani lbiaya 

ltambahan lseperti llayanan, liklan, lpenalti, ldan lprogram lpromosi lyang llangsung ldibebankan, 

lmeskipun ltidak lselalu lmenguntungkan, lsehingga lmargin lkeuntungan lUMKM lmenipis. 

lKondisi lini lmenghambat lpengembangan lusaha lberkelanjutan. lUntuk lmemperkaya, ldata ldari 

lKPPU l(Komisi lPengawas lPersaingan lUsaha) lpada l2024 lmenunjukkan lbahwa lkomisi 

lplatform le-commerce lrata-rata lmencapai l10-15%, llebih ltinggi ldari lstandar linternasional 

lseperti ldi lSingapura lyang lmaksimal l5%.14 

E. Minimnya lMekanisme lPenyelesaian lSengketa 

UMKM lsering lmenghadapi lkesulitan ldalam lpenyelesaian lsengketa ldengan lmarketplace 

lyang lmengontrol lsistem ldan ldata ltransaksi. lKasus lpemblokiran lakun latau lpenghapusan 

lproduk ltanpa lalasan ljelas lumum lterjadi, ldengan lproses lkeluhan lyang lotomatis ldan lkurang 

lobjektif. lUpaya lmelalui lpengadilan lmahal ldan lrumit, lsehingga lUMKM lsering lmenyerah. 

lDiperlukan lregulasi luntuk ltransparansi lbiaya ldan lkomisi, lserta lmekanisme lpenyelesaian 

lsengketa lyang lmudah ldiakses, lseperti llembaga larbitrase ldigital lindependen. lSebagai 

ltambahan, lUndang-Undang lNomor l30 lTahun l1999 ltentang lArbitrase ldan lAlternatif 

lPenyelesaian lSengketa ldapat ldiperluas luntuk lkonteks ldigital, lmeskipun limplementasinya 

lmasih lterbatas.15 

F. Kurangnya lRegulasi lKhusus luntuk lEra lDigital 

Indonesia lmemiliki lregulasi lseperti lUU lNo. l20 lTahun l2008 ltentang lUMKM ldan lUU 

lNo. l11 lTahun l2008 ltentang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik l(UU lITE), lnamun lbelum 

lmengatur leksplisit lpraktik ldominasi lpasar loleh lplatform ldigital latau lperlindungan lkontrak 

lbisnis ldigital lyang ladil. lHal lini lmenyebabkan   lperlindungan lhukum lyang ltidak lmemadai 

lterhadap lketimpangan lposisi ltawar. lJurnal l“Perlindungan lHukum lBagi lPelaku lUMKM ldalam 

lKontrak lBisnis lDigital” l(Karar, l2025) lmerekomendasikan ladopsi lregulasi lseperti ldi lUni 

lEropa ldan lSingapura, ltermasuk ltransparansi lkontrak, lakses ldata lpelanggan, ldan lmekanisme 

lsengketa lmudah. lUntuk lmemperkaya, lregulasi lUni lEropa lseperti lDigital lServices lAct l(DSA) 

 
13 lKementerian lKoperasi ldan lUKM. l(2023). Laporan lKinerja lUMKM ldi lEra lDigital. lJakarta: lKemenkop lUKM. 

14. lKomisi lPengawas lPersaingan lUsaha l(KPPU). l(2024). Laporan lTahunan lPersaingan lUsaha l2024. lJakarta: 

lKPPU. 
15 lMunira let lal., l“Alternatif lPenyelesaian lSengketa lPerdata lDi lEra lDigital: lUpaya lPerlindungan lMerek lDalam 

lEkosistem lE-Commerce lIndonesia,” lSemarang lLaw lReview l(SLR) l6, lno. l2 l(2025): lhal l50–66, 
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ldan lDigital lMarkets lAct l(DMA) ldapat ldijadikan lmodel, lyang lmengharuskan lplatform 

ltransparan ldalam lalgoritma ldan ldata.16 

G. Minimnya lPerlindungan lKekayaan lIntelektual ldan lData lPribadi 

Produk lUMKM  lrentan  lterhadap lpenjiplakan ldan lpenyalahgunaan ltanpa lperlindungan 

lhukum ldigital lmemadai. lPerlindungan ldata lpribadi lkonsumen ldan linformasi lbisnis ldi 

lplatform ljuga lkurang ltransparan, lmeningkatkan lrisiko lpenyalahgunaan latau lkebocoran. lJurnal 

lterkait lmenekankan lpenguatan lperlindungan lhukum ldigital luntuk lmempertahankan lhak 

lkekayaan lintelektual ldan lmembangun lkepercayaan lkonsumen. lSebagai ltambahan, lUU lNo. l28 

lTahun l2014 ltentang lHak lCipta ldan lUU lNo. l20 lTahun l2016 ltentang lMerek ldapat ldiperkuat 

ldengan laturan lspesifik luntuk le-commerce, lseperti lwajibnya lplatform lmelaporkan. 

 

KESIMPULAN 

Dalam lkesepakatan lkemitraan ldengan lplatform ldigital, lpenerapan lmekanisme lhukum 

luntuk lmelindungi lUMKM ldari lketidakadilan lmenunjukkan lbahwa lIndonesia lmemiliki 

lkerangka lhukum lyang lkomprehensif. lIni lterbukti ldengan lberbagai lregulasi lsektoral lseperti 

lUU lNomor l20 lTahun l2008 ltentang lUMKM, lUU lNomor l5 lTahun l1999 ltentang lLarangan 

lPraktik lMonopoli, lKUH lPerdata, lUU lPerlindungan lKonsumen, lUU lNomor lNomor l27 lTahun 

l2022 ltentang lPelindungan lData lPribadi, ldan lPP lNomor l80 lTahun l2019 ltentang lPMSE. 

Namun, lada lperbedaan lbesar lantara lregulasi lyang ltersedia ldan lcara lmereka lditerapkan 

ldi llapangan. lRegulasi lsaat lini lumum ldan lbelum lmengatur lmasalah lketimpangan ldalam 

lkontrak ldigital lyang lmerugikan lUMKM, lseperti lkomisi ldan lalgoritma lyang ldiubah lsepihak 

loleh lplatform ltanpa lmekanisme lperundingan lyang lmemadai. lKarena lketidaksesuaian lposisi 

ltawar-menawar lini, lUMKM lharus lmenerima lkontrak lkonvensional ldari lplatform ldigital ltanpa 

lruang luntuk lnegosiasi. lIni lbertentangan ldengan lprinsip lkebebasan lkontrak ldan lasas 

lkemitraan lyang lsaling lmenguntungkan lyang ldiatur ldalam lPasal l26 lUU lUMKM. 

Kondisi lini lmenunjukkan lbahwa lperlu lada lmekanisme lhukum lyang llebih lkhusus ldan 

lkuat luntuk lmelindungi lUMKM ldari lpraktik lkemitraan ldigital lyang ltidak ladil. lMekanisme 

lini lmencakup lpengaturan lyang llebih lketat lterhadap lklausul lbaku lyang ltidak lmenguntungkan, 

lpenggunaan lplatform ldigital lyang ldominan, lperubahan lsepihak lterhadap lpersyaratan, ldan 

lperlindungan ldata lpribadi. lHukum lperjanjian lharus lmengikuti lprinsip lkepatutan, litikad lbaik, 

ldan lkeseimbangan luntuk lmenciptakan lekosistem lperdagangan ldigital lyang ladil ldan 

lberkelanjutan lbagi lsemua lpihak. lUntuk lmencapai lkeadilan lekonomi lyang ldiamanatkan 

lkonstitusi, lini lakan lmengurangi lperbedaan lyang lada lantara lusaha lkecil ldan lmenengah 

l(UMKM) ldan lplatform ldigital lbesar. 

Kebijakan ldan lundang-undang lyang lmengatur lusaha lkecil ldan lmenengah l(UMKM) ldi 

lekosistem lplatform ldigital lIndonesia lmasih lmemiliki lkelemahan lmendasar, lyang ldapat 

lmembahayakan lkelangsungan loperasi lperusahaan. lPraktik lkontrak ladhesi lyang lsepihak 

lmenunjukkan lketimpangan lstruktural, lkarena lUMKM ltidak lmemiliki lkesempatan luntuk 

lbernegosiasi ldan lterpaksa lmenerima lketentuan lyang lmerugikan. lSalah lsatu lcontohnya ladalah 

lstruktur lkomisi ltinggi, lyang lberdasarkan ldata lKPPU ltahun l2024 lakan lmencapai l10-15%. lIni 

lmelampaui lstandar linternasional lseperti lSingapura, lyang lhanya l5%. lBisnis lkecil ldan 

lmenengah l(UMKM) ljuga ldikenakan lbiaya ltersembunyi lseperti lhukuman llangsung ldipotong 

ltanpa lpersetujuan leksplisit, llayanan ltambahan, ldan liklan lyang ldibayar. lIni lmengurangi 

lmargin lkeuntungan lmereka. lKebijakan lpengembalian lbarang lyang lsangat lpro-konsumen 

lmenyebabkan lketidakseimbangan; lkemudahan lpengembalian lbarang lsering ldisalahgunakan 

ltanpa lalasan lyang ljelas, lyang lmembebani lUMKM lsecara lfinansial ldan loperasional ltanpa 

 
16 lIbid lhal l45-62. 
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lperlindungan lsetara lbagi lpelaku lusaha. 

Ketidakpahaman lhukum ldi lkalangan lUMKM lmemperparah lmasalah lini, lyang 

lmenunjukkan lperbedaan lyang lsignifikan ldengan lperusahaan lbesar. lKetidakpahaman ltentang 

lhak ldan lkewajiban lhukum ldalam ltransaksi ldigital lmenempatkan lUMKM lpada lposisi lyang 

lsangat lrentan lterhadap leksploitasi, lmenghalangi lmereka luntuk lmengadvokasi lkepentingan 

lmereka lsendiri. lSalah lsatu lmasalah lpenting ladalah lpenyalahgunaan ldominasi lpasar loleh 

lplatform ldigital lyang lmenguasai lalgoritma lpencarian ldan lrekomendasi luntuk lmenguntungkan 

lproduk lmereka lsendiri latau lproduk ldengan lkomisi ltinggi, lbahkan ldengan lmenjual lproduk 

lserupa ldengan lharga llebih lrendah. lPraktik lini lmelanggar lUU lNo. l5 lTahun l1999 ltentang 

lLarangan lPraktik lMonopoli ldan lPersaingan lUsaha lTidak lSehat, lnamun lpenegakan lhukumnya 

ldalam lkonteks ldigital lmasih lsangat llemah. 

Perlindungan ldata lpribadi ldan lkekayaan lintelektual ladalah lhal lyang lsangat lpenting. 

lJika lproduk lUMKM ltidak lmemiliki lperlindungan lhukum ldigital lyang lcukup, lmereka lrentan 

lterhadap lpenjiplakan. lSebaliknya, lada lkemungkinan lpenyalahgunaan ldata lpribadi ldan lbisnis 

lkonsumen lkarena lkeamanan lyang ltidak ljelas. lMeskipun lIndonesia lmemiliki lUU lNo. l28 

lTahun l2014 ltentang lHak lCipta ldan lUU lNo. l20 lTahun l2016 ltentang lMerek, lperaturan 

lkhusus luntuk le-commerce lseperti lkewajiban lplatform luntuk lsecara lproaktif lmenangani 

lpelanggaran lhak lkekayaan lintelektual lharus lditambahkan. 

Oleh lkarena litu, lregulasi lharus ldiubah lsecara lmenyeluruh lagar lpraktik lterbaik 

linternasional ldapat lditerapkan ldi llingkungan llokal. lIni lharus lmencakup ltransparansi lkontrak, 

lkeadilan ldalam lpenetapan lbiaya ldan lkomisi, lperlindungan ldata lpribadi ldan lkekayaan 

lintelektual, ldan lmekanisme lpenyelesaian lsengketa lyang lmudah ldiakses. lIndonesia lhanya 

lperlu lmenerapkan lregulasi lyang lholistik ldan lresponsif lterhadap lkemajuan lteknologi ldigital 

luntuk lmewujudkan lekosistem ldigital lyang lberkeadilan, linklusif, ldan lberkelanjutan lbagi lusaha 

lmikro, lkecil, ldan lmenengah l(UMKM). 
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